
S A L I N A N 
 

 

 
BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 69 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 221 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN 

TERPADU PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT 

 YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH LAUT, 
 

Menimbang : a. bahwa belum adanya kebijakan terkait mekanisme 

pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah 

yang meliputi sistem pembayaran pelayanan kesehatan 

dengan menggunakan kuitansi bernomor seri atau bukti 

pembayaran lain yang sah dan pencatatannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 tentang Tarif 

Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas 

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah; 
 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang–

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor  144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5063) sebagimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5256) 

sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 

6573); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4502) sebagaimana telah  diubah  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun  2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  

23 Tahun 2005  tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5731); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 221 TAHUN 2019 TENTANG  

TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS 

PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT 

YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 

2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas 

Kesehatan Kabupaten Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 223) diubah sebagai 

berikut: 

 

1) Ketentuan BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

BAB XIII 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MEKANISME  

PENCATATAN PENDAPATAN  

 

 

2) Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, diantara ketentuan ayat (2) dan ayat 

(3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan diantara 

ketentuan ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan 

(3b), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 32 
 

(1)  Tarif tidak dapat diborongkan. 

(2)  Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti 

bayar yang sah.  

(2a)  Bukti pembayaran yang sah/kuitansi harus menggunakan nomor seri, 

dan dibuat rekapitulasinya setiap bulan pada laporan penerimaan 

BLUD. 
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(2b)  Pencatatan pendapatan dilakukan berdasarkan total penerimaan 

pendapatan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah/kuitansi yang 

dikeluarkan oleh loket/kasir. 

(3)  Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di 

Puskesmas seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Unit Pelayanan 

Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan, batas waktu penyetoran 

penerimaan yang disetorkan Bendahara Penerimaan BLUD sesuai 

dengan Pasal 34 ayat (6). 

(3a)  Setelah dilakukan penyetoran penerimaan Pendapatan ke Rekening 

BLUD dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS), selanjutnya akan 

dicatat pada Register STS di Laporan Penerimaan BLUD. 

(3b)  Total penerimaan Pendapatan dan Belanja BLUD setiap bulan akan 

dilaporkan Puskesmas dalam bentuk Surat Permintaan Pengesahan 

Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD dan disahkan oleh Bendahara 

Umum Daerah (BUD) dalam bentuk Surat Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja (SP2B) BLUD. 

(4)  Setiap perawatan tidak ada penjaminnya dalam waktu 1 x 24 jam wajib 

membayar uang jaminan minimal 5 (lima) hari perawatan kepada 

bendahara penerima dengan meminta bukti pembayaran sementara. 

(5)  Penerima atas uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

bendahara penerima dapat menyimpan uang dimaksud atas 

persetujuan Kepala Puskesmas. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

          Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 4 Juli 2022 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

        H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 4 Juli 2022 

 

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

  Ttd 

 

        H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 69 


